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PUTUSAN
No. 1630 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:
Nama : KUSWANTO Bin TARAL;
tempat lahir : Batang;
umur / tanggal lahir : 41 tahun/27 Juni 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dukuh Simbang RT. 02/1II, Desa Keputon,
Kecamatan Blado, Kabupaten Batang;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:
1 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei

2013;

2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal

19 Juni 2013;

3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai

dengan tanggal 18 Agustus 2013;

4 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6

Agustus 2013;

5 Perpanjangan  oleh Wakil Ketua  Pengadilan  Tinggi sejak

tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa KUSWANTO BiN TARAL pada hari dan tanggal yang
sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Desa Keputon, Kecamatan Blado,
Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja memakai surat palsu atau

yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan
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kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Pada tahun
2007 di Desa Keputon, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang diadakan pemilihan
Kepala Desa dengan calon sebanyak 3 (tiga) orang. Salah satu syarat administrasi
pencalonan Kepala Desa tersebut adalah syarat administrasi diantaranya meliputi SKCK
dari Kepolisian, surat pernyataan setia kepada NKRI dan ijazah SLTP atau sederajat.
untuk persyaratan ijazah tersebut Terdakwa menyerahkan SKYBS/ STTB SLTP, ijazah
tersebut diserahkan kepada ketua panitia berupa lembar fotokopi yang telah dilegalisir
serta memperlihatkan ijazah yang asli untuk dilakukan verifikasi keabsahan ijazah
tersebut. Setelah ijazah tersebut diterima panitia dan dilakukan verifikasi dinyatakan
ijazah tersebut legal dan Terdakwa berhak mengikuti tahapan pemilihan kepala desa
berikutnya hingga dilakukan pencoblosan. Setelah dilakukan pencoblosan secara
langsung oleh masyarakat/ warga desa Keputon Terdakwa mendapatkan suara paling
banyak , dinyatakan sebagai pemenang dan selanjutnya dilantik menjadi kepala desa
Keputon untuk masa jabatan 2008 s/d 2013. Salah satu syarat administrasi berupa
SKYBS/ STTB SLTP yang dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa untuk persyaratan
administrasi tersebut diduga palsu berdasarkan suara di masyarakat selanjutnya
menanyakan keabsahaan SKYBS/STTB SLTP milik Terdakwa tersebut ke Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sesuai dengan korp SKYBS/STTB SLTP tersebut dan berdasarkan surat dari kantor
tersebut bahwa SKYBS/STTB STTP atas nama KUSWANTO “ tidak tercatat “
Terdakwa mengakui bahwa SKYBS/ STTB SLTP miliknya yang dipergunakan sebagai
salah satu persyaratan administrasi pencalonan Kepala Desa tersebut didapatkan
membeli dari temanya yang tidak dingat namanya di Jakarta seharga Rp3.000.000,- (tiga
juta rupiah) ketika Terdakwa bekerja sebagai kuli proyek di Jakarta pada tahun 1999,
selain menyerahkan sejumlah uang tersebut Terdakwa juga menyerahkan identitas diri
dan beberapa lembar foto hitam putih. Selain 1 (satu) lembar SKYBS/STTB SLTP atas
nama dirinya Terdakwa juga menerima beberapa lembar SKYBS/STTB SLTP tersebut
yang telah dilegalisir, Terdakwa tidak pernah lulus SLTP, tidak pernah mendaftar,
mengikuti kegiatan belajar mengajar kejar paket B atau setingkat SLTP Terdakwa juga
tidak pernah mengikuti ujian kejar paket B dimanapun, Terdakwa tidak mengerti dengan
cara bagaimana ijazah atau SKYBS/STTB SLTP atas nama dirinya tersebut dibuat,
Terdakwa hanya menerima sudah dalam bentuk jadi. Selanjutnya ketika pada tahun
2007 di desanya ada pendaftaran Calon Kepala Desa Terdakwa berminat dan
mendaftar. Salah satu persyaratan pencalonan Kepala Desa tersebut adalah SLTP

sederajat dan Terdakwa mempergunakan atau menyerahkan SKYBS/STTB SLTP
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miliknya tersebut kepada ketua panitia pilkades sebagai salah satu persyaratan
administrasi. Berdasarkan keterangan keterangan dari Drs. ASWIN GINTING staff ahli
pada kantor Dinas pendidikan daerah khusus Ibukota Jakarta didapatkan keterangan
bahwa SKYBS/STTB SLTP dengan Nomor: 01 DIp 402 0003508, nomor ujian
3300821 tahun 1999 ditanda tangani oleh ISMAIL tertanggal 22 Mei 1999 atas nama
KUSWANTO tersebut tidak tercatat dalam register buku arsip register SKYBS/STTB
SLTP di Kanwil Depdikbud  Propinsi DKI Jakarta. Drs. ASWIN GINTING
menerangkan bahwa pada tahun 1999 pada program kejar paket setara SLTP yang
diadakan oleh Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota tidak pernah memiliki siswa
didik atau perseta kejar paket B atas nama KUSWANTO, Terdakwa mengakui bahwa
pada tahun 1999 tidak pernah mengikuti atau terdaftar sebagai peserta didik kejar paket
B atau setara SLTP di Jakarta ataupun di daerah lainya;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 263 ayat (2) KUHP;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang
tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut:
1 Menyatakan Terdakwa KUSWANTO Bin TARAL bersalah melakukan tindak

pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah
sejati“ sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Surat
Dakwaan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWANTO Bin TARAL dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan;

3 Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

e | (satu) lembar surat permohonan klarifikasi fotocopy SKYBS/STTB SLTP atas
nama KUSWANTO tahun 2009;

e | (satu) bendel laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Keputon,

Kecamatan Blado, Kabupaten Batang tahun 2007, tetap terlampir dalam berkas;
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e | (satu) lembar surat penghargaan yang sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 01DIp 402 0003508 atas nama
KUSWANTO;

e | (satu) lembar surat keterangan terdaftar sebagai peserta ujian persamaan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tahun 1999 Nomor; 896/101-G3/U/2000
tertanggal 14 Februari 2000 atas nama KUSWANTO, dirampas untuk
dimusnahkan;

5 Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu
Rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 66/Pid.B/2013/PN.BATANG
tanggal 2 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1 Menyatakan Terdakwa Kuswanto Bin Taral telah terbukti secara sah dan

113

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan surat

palsu atau yang dipalsukan ”’;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

e | (satu) lembar surat permohonan klarifikasi fotocopy SKYBS/STTB SLTP atas
nama KUSWANTO tahun 1999;

e | (satu) bendel laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Keputon,
Kecamatan Blado, Kabupaten Batang tahun 2007;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

e | (satu) lembar surat penghargaan yang sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 01Dlp 402 0003508 atas nama
KUSWANTO;

e | (satu) lembar surat keterangan terdaftar sebagai peserta ujian persamaan
sekolah lanjutan tingkat pertama tahun 1999 Nomor: 896/101-G3/U/2000
tertanggal 14 Februari 2000 atas nama KUSWANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;
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6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 243/Pid/2013/PT.Smg
tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Juli 2013 Nomor: 66/
Pid.B/2013/PN.Btg., yang dimintakan banding tersebut;

e Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 11/Akta Pid/2013/PN.Btg
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 25 September 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang
mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2013 dari Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada
tanggal 9 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2013 dan Penuntut Umum
mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 25 September 2013 serta Memori
Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 9
Oktober 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh
karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada
pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan Putusan yang
amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara
tersebut, salah menerapkan hukum dalam hal yang meberatkan dan meringankan
hukuman. Maka kami Jaksa penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menjatuhkan hukuman terlalu ringan, sehingga

belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
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Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Setelah memperhatikan alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam
Memori Kasasinya tertanggal 8 Oktober 2013, Mahkamah Agung berpendapat bahwa
alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Judex Facti/Pengadilan
Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan yang
mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara
yuridis berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan, yaitu Terdakwa
terbukti melakukan tindak pidana: “Menggunakan surat palsu”, melanggar Pasal 263
ayat (2) KUHPidana, sesuai Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,;

Bahwa Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5
(lima) bulan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang
meringankan pada diri Terdakwa, terutama adanya surat dari Pemerintahan Kecamatan
Blado, surat dari masyarakat Blado, dan surat dari Badan Perwakilan Desa Keputon,
yang menerangkan bahwa Terdakwa selama menjabat Kepala Desa mempunyai kinerja
yang baik dalam melayani masyarakat, berperilaku tidak tercela dan menjadi panutan,
dengan prestasi kerja, kemajuan desa menjadi pesat, keterangan tersebut merupakan hal
yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,
Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang No. 48 Tahun
2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Batang tersebut;
Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.
Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan
dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,
M.H.
Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH. M.Hum.
NIP. 195810051984031001
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